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Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah, maka perlu dilakukan Reviu Renstra:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional :

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25
Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021;

7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang
kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ;

EJI



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentan g Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (
BAPPEDA ) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021, sebagaimana tercantum
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Reviu
Renstra Bappeda merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2016 —-2021;
Reviu Renstra Bappeda Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA menjadi pedoman penulisan Renja Bappeda Tahun 2016 — 2021 :
Sistematika Penulisan Reviu Renstra Bappeda Tahun 2016 — 2021 mel iputi :
a BABI . PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum.maksud dan
tujuan, sistematika penulisan.

b BABII : GAMBARAN PELAYANAN UMUM
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda,
sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda |,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.

¢ BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanna Bappeda, telaahan visi, misi dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah terpilih, telaahan
Renstra K/ L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
Penentuan Isu — isu Strategis.

d BABIV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda
e BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan Strategi da arah kebijakan
perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

f BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran. dan pendanaan indikatif

g BABVII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat
daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

h BAB VIII :  Penutup
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
karunianya, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan penyusunan
Reviu Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
tahun 2016 — 2021, Reviu dilaksanakan karena adanya Perubahan Sistematika
Rencanz Strategis Perangkat daerah dari Permendagri nomor 54 tahun 2010 ke
Permendagri nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
diwajibkan, menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan
pelaksanaan program dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Strategis merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai
tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah
khususnya dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong
sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja
sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Rencana Strategis memuat Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang
Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD untuk mendukung pencapaian tujuna dan sasaran RPJMD untuk mendukung
tercapainnya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten
Rejang Lebong tahun 2016 — 2021 Diharapkan dengan telah tersusunnya Reviu
Renstra BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong 2016 — 2021 akan menjadi acuan
didalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu untuk 5 (lima) tahun
kedepan.

Demikian semoga Renstra ini akan dapat meningkatkan kinerja kita semua
dan mendapat Ridho dari Allah SWT

N?P 1969011 198903 1004
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Perubahan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan maupun sistem pengelolaan pembangunan daerah
mengakibatkan perlunya suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah yang
cepat tanggap dan mampu menyesuaikan dengan dinamika/perubahan yang terjadi.
Mekanisme perencanaan pembangunan nasional telah mengalami perubahan seiring
dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang berdampak pada perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang
Lebong sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah dengan
mengacu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016 - 2021 yang disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan, yang
akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (Renja OPD) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan
memberikan masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Rejang Lebong.

Dalam penyusunan Renstra ini, pedoman utama yang digunakan adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2016 - 2021 serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang
Lebong.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum
daftar rencana program kegiatan lima tahunan di bidang perencanaan pembangunan,
maka proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini juga
dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan
melibatkan stakeholder di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Di samping itu , adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat
dalam dokumen — dokumen Perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana
Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran . Alokasi anggaran
yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang
bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen Perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang

merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahun.
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1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini,
peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi
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Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33
Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2006-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan
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pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri “E”);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 seri “D”);
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 — 2032 (
Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25
Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 130)

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 403);

Maksud Dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2016 - 2021 disusun

dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai

perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan

acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) OPD dalam mencapai tujuan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Reviu Renstra Bappeda ini bertujuan sebagai berikut :

1.

Menyediakan acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan
pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta
memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka
pengendalian program pembangunan.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara

terpadu, terarah dan terukur.
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4. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan,strategi,kebijakan,program dan
kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas
dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta
sinergitas perencanaan;

5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

1.4. Sistematika Penulisan

Reviu Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB |. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang

Lebong.

BAB Ill. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN

REJANG LEBONG

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.

3.5. Penentuan Isu — isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Rejang Lebong
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN REJANG LEBONG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang
Lebong

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur
Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin
oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor
57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan organisasi sebagai
berikut:

1. KepalaBadan
Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Badan mempunyai fungsi :
1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan;
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2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati;

4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian
di lingkungan Badan; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2.  Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta
melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai
fungsi:

a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program
kerja Badan;

b. Melakukan urusan umum dan kepegawaian;

c. Melakukan urusan keuangan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub

Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan
rencana kegiatan tahunan dan program kerja Badan, mengikuti pelaksanaan
dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya serta mengumpulkan
dokumen dan memberikan informasi penyusunan dan penyajian rencana
pembangunan dilingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian

Perencanaan mempunyai fungsi :

a. menyusun agenda rapat penyusunan rencana kegiatan tahunan dan
program kerja Badan;

b. menghimpun rencana definitif kegiatan dari masing-masing bidang
dilingkungan Badan.

c. memonitor pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang setiap
bulan;

d. menyusun laporan hasil monitoring kegiatan dan laporan kinerja Badan;
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e. melakukan pencarian dan pengumpulan dokumen informasi tentang
peraturan ketentuan, juknis-juklak dan lain-lain informasi yang
berhubungan dengan perencanaan;

f.  menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dalam bentuk lisan, tulisan
maupun digital tentang perencanaan dalam lingkup Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas dan
kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. melakukan urusan ketatausahaan Badan meliputi urusan surat
menyurat, menertibkan format naskah dinas dan urusan kearsipan;

c. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan kepada unit organisasi
lingkup Badan dan umum;

d. menyelenggarakan administrasi barang/investaris Badan meliputi
penyusunan rencana kebutuhan barang, inventarisasi barang,
penyusunan dan rencana penghapusan barang;

e. menyelenggarakan pelayanan umum kendaraan dinas dan
perlengkapan kantor meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan
dinas, pelayanan servis kendaraan dinas dan penyusunan rencana
penghapusan kendaraan bermotor;

f.  melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dalam lingkup Badan;

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi

pembukuan keuangan lingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan

mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan administrasi
keuangan serta perbendaharaan Badan;

b. menyusun rencana penyediaan dana sesuai dengan rencana Kkerja
bidang;

c. mengajukan permintaan dana ke dinas/bagian/badan keuangan

Pemerintah Daerah sesuai dengan jadwal kegiatan;




REVIU RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

d. menyalurkan dana ke masing-masing bidang dalam lingkup Badan sesuai
dengan pos anggaran masing-masing;

e. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing
bidang dalam lingkup Badan;

f. menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke dinas/bagian/
badan keuangan Pemerintah Daerabh;

g. menyusun laporan realisasi anggaran keuangan dan neraca keuangan
Badan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan
Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian,
Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan,
sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian
(yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk
pertambangan)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan
Dunia Usaha mempunyai fungsi:

a. melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di
Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;

c. melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha,;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana
pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang
diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program
Tahunan Nasional; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang membawabhi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala
Sub Bidang.

a. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan sektor pendapatan daerah, keuangan
dan aset daerah, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Sekretariat Dewan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ekonomi

mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan
untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Ekonomi dari SKPD.

b. mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Sub Bidang Ekonomi;

c. mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang
Ekonomi;

d. menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Ekonomi;

e. mengelola data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang
Ekonomi;

f. menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang
Ekonomi;

g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan
mitra Sub Bidang Ekonomi;

h. merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
merencanakan proyek Sub Bidang Ekonomi;

I. menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Ekonomi
dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;

j.  melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub
Bidang Ekonomi;

k. membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra
kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;

|. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/
kegiatan terhadap masyarakat; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait

dengan tugas dan fungsinya.

. Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas mempersiapkan bahan

penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dalam arti luas

(Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan serta

Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pertanian

mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan
untuk perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dari SKPD;

b. mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Sub Bidang Pertanian;

c. mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang

Pertanian;
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d. menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Pertanian;

e. mengelola data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang
Pertanian;

f.  menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang
Pertanian;

g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan dengan
mitra Sub Bidang Pertanian;

h. merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam
merencanakan proyek Sub Bidang Pertanian;

i.  menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Pertanian
dan menyusun saran untuk menilai alternatif kebijakan;

j.  melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja Sub
Bidang Pertanian;

k. membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/ kegiatan mitra
kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;

l. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/
kegiatan terhadap masyarakat; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga
mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk
pertambangan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Koperasi

dan Dunia Usaha mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perencanaan
Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;

b. mengumpulkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang
berhubungan dengan Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;

c. mengumpulkan informasi pendukung bahan perencanaan Sub Bidang
Koperasi dan Dunia Usaha;

d. menginventarisasi sumberdaya potensial Sub Bidang Koperasi dan
Dunia Usaha;

e. mengolah data sebagai bahan informasi perencanaan Sub Bidang
Koperasi dan Dunia Usaha;

f.  menginterprestasikan hasil pengolahan data dan informasi Sub Bidang
Koperasi dan Dunia Usaha;

g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan alternatif kebijakan

dengan mitra Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
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h. merumuskan tujuan-tujuan realisasi yang dapat dicapai dalam
merencanakan proyek Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;

I.  menyusun kriteria penilaian alternatif kebijakan Sub Bidang Koperasi
dan Dunia Usaha dan menyusun saran untuk menilai alternatif
kebijakan;

j.  melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek/kegiatan mitra kerja
Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;

k. membuat laporan perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan mitra
kerja secara obyektif kepada Kepala Bidang;

. mengumpulkan data dan informasi untuk menilai dampak proyek/
kegiatan terhadap masyarakat; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait

dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya
manusia, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan

Dasar mempunyai fungsi :

a. melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;

b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan
Dasar;

c. melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial
Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan
pemecahannya;

d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di
Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-
kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan
diusulkan ke dalam program tahunan nasional,

e. melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial
Pelayanan Dasar; dan
Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang membawabhi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang.

a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang berhubungan
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dengan Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Keluarga Berencana (yang juga
meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk), Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Kesejahteraan Rakyat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesehatan
dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk
perencanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
dari SKPD;
mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan
Keluarga Berencana;
merumuskan alternatif kebijakan perencanaan Di Sub Bidang Kesehatan dan
Keluarga Berencana;
mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Kesehatan dan
Keluarga Berencana,;
mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan
Keluarga Berencana;
menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga
Berencana; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya

Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mempersiapkan bahan
penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Pendidikan
(yang juga mencakup Pemuda dan Olah Raga), Kepegawaian dan Diklat,
Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sumber Daya
Manusia mempunyai fungsi :

mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk
perencanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dari SKPD;
mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya
Manusia;

merumuskan alternatif kebijakan perencanaan Sub Bidang Sumber Daya
Manusia;

mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Sumber Daya
Manusia;

mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya
Manusia;

menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan
penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan Kebudayaan,
Pariwisata, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Humas dan Protokol, dan Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang

Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk
perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya dari SKPD;

b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Sosial dan
Budaya;

c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Sosial dan
Budaya;

d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Sosial dan
Budaya,;

e. mengendalikan pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
menilai pelaksanaan pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya

5.  Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana
prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang,
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana
Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang
fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah
bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka
pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang
diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam
program tahunan provinsi/nasional,

b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan
dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan
daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik,

sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan,
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tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan
Pemerintah Daerabh;

d. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan

tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas
mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang pembangunan Sub
Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemukiman
dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai bahan perencanaan Sub

Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayabh;

b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Pemukiman dan
Prasarana Wilayah;

c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Pemukiman dan
Prasarana Wilayah;

d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Pemukiman dan
Prasarana Wilayah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan perencanaan dan program pembangunan Sub Bidang
Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk
perencanaan pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan
Daerah Bawahan dari SKPD;

b. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Sub Bidang Pengembangan
Kawasan dan Daerah Bawahan;

c. merumuskan alternatif kebijakan perencanaan di Sub Bidang Pengembangan
Kawasan dan Daerah Bawahan;

d. mengkaji dan memberi saran alternatif kebijakan Sub Bidang Pengembangan

Kawasan dan Daerah Bawahan; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan program serta
pengendalian pemanfaatan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Tata Ruang,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan data, informasi dan ketentuan perundang-undangan untuk
perencanaan dan pengendalian tataruang, sumber daya alam dan lingkungan
hidup;

b. penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang,
sumber daya alam dan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung Kkebijakan perencanaan
pembangunan;

d. penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang
perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, sumber daya alam dan
lingkungan hidup;

e. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, sumber daya
alam dan lingkungan hidup;

f. monitoring dan evaluasi di bidang tata ruang, sumber daya alam dan
lingkungan hidup;

g. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah
dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai
tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan
dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan
kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan penelitian;
b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
c. pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
d

pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawabhi

tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas
mempersiapkan bahan rumusan kebijakan kegiatan penelitian dan kerjasama
pembangunan, menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian serta
mengadakan kegiatan kerjasama pembangunan dengan lembaga atau pihak
lain.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penelitian dan
Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

a. menyusun rumusan Kkebijakan di sektor penelitian dan kerjasama
pembangunan dengan lembaga dan atau pihak lain;

b. melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian serta kerjasama
penelitian dengan lembaga-lembaga lain;

c. mengkoordinasikan pemanfaatan hasil penelitan dan kerjasama
pembangunan dengan instansi terkait dalam proses perencanaan
pembangunan;

d. memonitor, mengevaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut kegiatan
penelitian dan kerjasama pembangunan dengan pihak lain; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan kegiatan
inventarisasi usulan program serta melakukan analisa, penilaian kelayakan
usulan untuk dijadikan rencana program pembangunan daerah dan
menyiapkan rancangan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan inventarisasi usulan program serta melakukan analisa,
penilaian kelayakan usulan untuk dijadikan Rencana Program Pembangunan
Daerah;

b. melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara
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(PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan
dan pengumpulan data statistik serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan
pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang
Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan perumusan kebijakan dan pengumpulan data statistik;
b. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan

tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Secara lengkap Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
disajikan dalam Tabel 2.1. pada Lampiran I.
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong saat ini
berjumlah 39 ( tiga puluh sembilan ) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala, 1 (satu)
orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (Tiga) orang Kasubbag, 8
(delapan ) orang Kasubbid, dan 23 (dua puluh tiga)orang staf. Secara lengkap
daftar pegawai Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Urut Kepangkatan
dapat dilihat pada Tabel 2.2 pada Lampiran |I.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda
khususnya yang berstatus PNS, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan,
pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu dan diklat penjenjangan yang
pernah diikuti.

a. SDM Bappeda berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati
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Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong, maka formasi jabatan struktural di Bappeda terdiri dari
Eselon 1I/b, lll/a, 1lI/b dan IV/a. Sehingga jumlah seluruh pejabat yang ada sebanyak
18 Orang. Sedangkan formasi jabatan fungsional baik pejabat fungsional perencana
maupun peneliti di Bappeda saat ini tidak terisi. Tidak adanya pejabat fungsional
perencana dan peneliti atau perencana dan peneliti yang bersertifikat di Bappeda
perlu mendapat perhatian, sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana kebijakan pengelolaan
pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Data SDM Bappeda

Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah

ini.
Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018
Jenis Kelamin
No Jabatan Jml
L P
1. Kepala Bappeda 1 0 1
2. Sekretaris 0 1 1
3. Kepala Bidang 2 2 4
4. Kepala Sub Bagian 0 3 3
5. Kepala Sub Bidang 2 6 8
Jumlah 5 12 17

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL ( Agustus 2018 )

b. SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Jika dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar
pegawai Bappeda adalah Golongan IV yaitu sebanyak 4 orang, Golongan lll, yaitu
sebanyak 28 Orang. Akan tetapi, masih ada pegawai yang berstatus Golongan 2 yaitu
sebanyak 7 orang. Upaya peningkatan pangkat dan golongan ruang untuk pegawai
Golongan 2 dapat dilakukan dengan penyesuaian tingkat pendidikan. Data secara

rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.
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Tabel 2.4. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan
Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2018

NG Pangkat Rﬁ;:\/g J?—nis Kelalgnin Iml
1 Pembina Tk. | IV/b 1 1
2 Pembina IV/a 1 1
3 Penata Tk.| n/d 3 5 8
4 Penata l/c 6 5 11
5 _IFjsrllata Muda /b 2 1 3
6 Penata Muda l/a 2 4 6
7 Pengatur Tk.I I/d 1 1 2
8 Pengatur Il/c 0 1 1
9 ?ETgatur Muda /b 0 1 1
10 Pengatur Muda Il/a 2 1 3
11 Juru Tk.I I/d 0 0 0
12 | Juru l/c 0 0 0
Jumlah 18 21 39

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL ( Agustus 2018 )

c. SDM Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong adalah lulusan Strata-1, yaitu sebanyak 24 Orang . Hal ini
bisa menjadi kekuatan atau strength bagi Bappeda dalam upaya menghasilkan
produk perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas dan hal tersebut dapat
semakin baik jika pegawai tersebut ditingkatkan pendidikannya kejenjang Strata-2,
mengingat jumlah pegawai pada jenjang ini masih terbatas yaitu sebanyak 8 orang .
Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang ,Pegawai dengan tingkat
pendidikan D Ill sebanyak 3 orang . Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5

dibawabh ini.

Tabel 2.5. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2018

Jenis Kelamin
No Jabatan Jml
L P
1. Strata-3 (S3) 0 0
2. Strata-2 (S2) 4 3
3. Strata-1 (S1) 9 14 24
4. Sarjana Muda (D3) 3 0 3

20



REVIU RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

SMA/ SMK
SLTP
Jumlah 18 21 39

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL ( Agustus 2018)

d. SDM Bappeda Berdasarkan Latar Belakang Disiplin lIImu

Apabila dilihat dari segi latar belakang disipilin ilmunya, terdapat 7 orang
Magister,26 orang Sarjana serta 6 orang berlatar belakang pendidikan Sekolah
Menengah Umum dan Kejuruan. Beragamnya disiplin ilmu pegawai Bappeda menjadi
kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Bappeda yang meliputi
perencanaan seluruh urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah
ini.

Tabel 2.6. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan
Latar Belakang Disipilin llmu Tahun 2018

S Jenis Kelamin
No Disiplin lImu Jml
L P
l. Magister
Kesehatan Masyarakat 1 0 1
2. Magister Perencanaan 0 1 1
Wilayah & Kota
3. Magister Perencanaan 1 0 1
Kota & Daerah
4. Program Pasca Sarjana
. 0 1 1
lImu Ekonomi
5. Magister Perencanaan & 0 1 1
Kebijakan Publik
Magister Managemen 1 0 1
7. Komputer 1 0 1
Il. Sarjana
1. Teknik Industri 0 1 1
2. Teknik Arsitektur 0 1 1
3. Teknik Sipll 1 0 1
4. Teknik Kimia 1 0 1
5. Pertanian 1 2 3
6. Kesehatan Masyarakat 0 2 2
7. MIPA Matematika 0 2 2
3. Sarjang Sain Terapan 1 0 1
Pemerintah (
9. Ekonomi Manajemen 2 4 6
10. Ekonomi Akuntasi 1 0 1
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11. Hukum 2 0 2
12. Administrasi Negara 0 1 1
13. Kesejahteraan Sosial 0 1 1
14. Diploma IlI 3 0 3
15 SLTA Umum (SMA) 2 3 5
T NENE

Jumlah 18 21 39

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL ( Agustus 2018 )

e. SDM Bappeda Berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti.
Disamping pendidikan formal, pegawai Bappeda juga mendapatkan diklat
struktural maupun fungsional. Dari 39 orang pegawai Bappeda, belum ada yang
mengikuti Diklat PIM Il belum ada yang mengikuti Diklat PIM Ill dan 4 orang
mengikuti Diklat PIM IV. Seluruh Pegawai yang telah memenuhi syarat pada
dasarnya berhak mendapatan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat baik
struktural maupun fungsional. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7

dibawah ini.

Tabel 2.7. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan
Diklat Struktural yang Pernah Diikuti

Jenis Kelamin
No Jabatan Jml
L P
1. Diklat PIM I 0 0
2. Diklat PIM Il 0 0
3. Diklat PIM IV 2 2
4. Belum Mengikuti Diklat 16 19 35
Jumlah 18 21 39

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL ( Agustus 2018 )

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhi sumber daya manusia yang
memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia
perencana perlu dilakukan dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan perencana sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik.
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2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong menempati Kantor di jalan S. Sukowati
dan digunakan pada tahun 2001.Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang
dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda kabupaten

Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana Rekapitulasi dan Prasarana Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

sampai dengan tahun 2018

NO Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang
1 Kendaraan Roda 2 6 Baik
2 Lemari 19 Baik
3 Kursi 89 Baik
4 Meja 37 Baik
5 Camera 8 Baik
6 Lemari Es 3 Baik
7 Laptop 40 Baik
8 Brangkas 1 Baik
9 TV 7 Baik
10 Plotler 1 Baik
11 Monitor 4 Baik
12 All band Receiver 1 Baik
13 Overhead Projektor 5 Baik
14 Layar OHP 1 Baik
15 Karaoke 2 Baik
16 Handycam 4 Baik
17 Komputer 18 Baik
18 Printer 49 Baik
19 Display 1 Baik
20 External 8 Baik
21 Radio All Band 1 Baik
22 Mesin Ketik Manual 1 Baik
23 Filling Kabinet 44 Baik
24 Notebook 3 Baik
25 Penghancur Kertas 7 Baik
26 Hardisk 4 Baik
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27 Layar film 1 Baik
28 Megaphone 4 Baik
29 Mobil Station Wagon 2 Baik
30 Telepphone Hybrid 2 Baik
31 AC 14 Baik
32 Dispenser 2 Baik
33 Gorden 1 Baik
34 Lain — lain 5 Baik
35 Modem 1 Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. RL ( Agustus 2018 )

Lokasi kantor Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang cukup strategis
berada Lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memudahkan
aksebilitas dan dari menuju Kantor BAPPEDA sehingga memberi peluang untuk

menyelengggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang
tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai, dengan anggaran untuk pemeliharaan
yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan
dengan inventarisasi asset , serta tidak tersedianya tempat penyimpanan untuk yang

memadai untuk barang Bappeda.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong bukan pelayanan
langsung pada masyarakat tetapi sebagai koordinator perencanaan yang ada di
setiap OPD dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di Bidang — Bidang
pada Bappeda. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25
Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 130), Indikator Kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

No | Indikator Kinerja Pelayanan Bappeda
1 | Nilai Evaluasi SAKIP

o | Persentase Jumlah Program Dalam RKPD yang selaras dengan
sasaran RPJMD

24



REVIU RENCANA STRATEGIS
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

Persentase kesesuaian jumlah program antara RPIJMD dengan RKPD

4 | Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD

Terkait dengan indikator kinerja pelayanan Bappeda seperti tersebut diatas,
maka Tabel 2.9 pada Lampiran | menunjukkan pencapaian kinerja Pelayanan pada
Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2011-2015. Tabel 2.9 tersebut
menunjukkan bahwa di tahun 2015 yang merupakan akhir periode RPIJMD Kabupaten
Rejang Lebong tahun 2010-2015, dari 10 indikator kinerja pelayanan Bappeda, 8
indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan diawal periode.

Selain itu capaian kinerja antara Renstra OPD dengan periode sebelumnya
juga perlu dievaluasi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pelayanan yang telah
dilakukan. Adapun capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat
dilihat pada Tabel 2.9 ( T-C. 23)

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang
tinggi dari seluruh pegawai Bappeda untuk mencapai target-target kinerja yang sudah
disepakati di dalam Renstra Bappeda dengan didukung oleh sumber daya anggaran
yang memadai. Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong disajikan pada Tabel 2.10 ( T-C. 24 ). Tabel tersebut
menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran selama 5 tahun memiliki
nilai yang hampir sama tinggi yaitu semuanya diatas 90%, dengan nilai paling rendah
sebesar 92% pada tahun 2013 dan 2015. Pada tahun 2013 realisasi belanja modal
yang paling rendah yaitu hanya sebesar 94%, dikarenakan ada kelebihan dana dari
yang telah ditetapkan dalam pagu pada belanja modal pengembangan aplikasi sistem
aplikasi profil daerah dan belanja pengadaan alat angkutan darat. Kecermatan dalam
menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman
pelaksanaan program/ kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja
turut menentukan tingkat penyerapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten

Rejang Lebong

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan
beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai
berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utama-nya

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang
semuanya harus ditampung dan diperhatikan
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3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum

memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

4. SOP untuk sebagian kegiatan pada Bappeda belum disusun serta SOP yang

telah ada belum diterapkan secara optimal.

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta

pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan

7. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh

pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat kabupaten Rejang Lebong.

8. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan /
proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas

belaka.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah

sebagai berikut :

1. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para
pemangku kepentingan ( stakeholders ).
Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
Ditetapkannya Perubahan Perda tentang RPIJMD Kabupaten Rejang Lebong
tahun 2016 - 2021 vyang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Optimalisasi dan Integrasi sistem informasi ( IT ) yang sudah ada dalam proses
perencanaan sesuai fungsi Badan Perencanan Pembangunan Daerah

S. Sistem dan Birokrasi Kabupaten yang mulai tertata dengan baik.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan
dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan
eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di
Kabupaten Rejang Lebong. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang
diharapkan,hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang
terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi
masyarakat dapat dirasakan . Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan
tugas pokok dan fungsinya secara professional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang
berkesinambungan dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh proses dalam
penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat

menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber
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daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan
riil masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi
masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan — kegiatan yang memang
benar — benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan
kegiatan — kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi
tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam
hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah,
sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur,
sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dalam Kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong diharapkan responsive,
kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan
untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekaatn
perencanaan partisipasif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan
teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,
memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan
komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta
dengan mengacu pada permasalahan — permasalahan internal maupun eksternal
yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai daerabh,

Beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencana baik pusat maupun
daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencana,
memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur
perencanan.

2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi
dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana
tindak yang terukur dan jelas;

3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan .

4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/ informasi perencanaan
pembangunan;

5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan
daerah melalui diklat,bimbingan teknis, focus group discussion, seminar
kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di

daerah;

o

Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan;
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7. Peningkatan kemampuan pemerintah dalam menetukan arah kebijakan
pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang
semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat;

8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme;

9. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam
konsistensi perencanaan dan penganggaran;

10. Perlu dilakukan penatakelembagaan ( struktur, tupoksi, indikator utama
kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung

peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian yang penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan — tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . ldentifikasi isu
yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas

pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan .

Kelembagaan Bappeda dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong No 57 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas
pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
daerah. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memilikiperan yang sangat
strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang
diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah,
antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah,
Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-
masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada
RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021 dan memperhatikan aspirasi
dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien
dan patrtisipatif, maka permasalahan - permasalahan yang dihadapi ke depan antara

lain :
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. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan
di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;

. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen
Perencanaan;

. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional
Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

. Perencanaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan yang disebabkan oleh
pembangunan yang implementatif, Belum sesuainya Prioritas Pembangunan
RKPD Dengan Prioritas pembangunan RPJMD, Belum sesuainya Prioritas
Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, Penyusunan
Prioritas Pembangunan RKPD belum di dukung oleh tersedianya data
pembangunan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas
Tahunan RPJMD belum optimal, Target Program Renstra OPD belum sesuai
dengan dengan Target Program RPJMD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra
OPD Terhadap Target RPIJMD belum diacu dalam perencanaan, Target Kegiatan
Renja OPD belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD,
Pendanaan program dan kegiatan Renja OPD belum mendukung Target Prioritas
RKPD, Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target
Prioritas Pembangunan RKPD belum menjadi acuan perencanaan.

. Perencanaan pembangunan belum dengan fungsi perencanaan pemerintah
daerah dan pemerintah pusat yang disebabkan oleh: Perencanaan
pembangunan partisipatif belum optimal, Koordinasi dan komunikasi rencana
pembangunan antar daerah belum optimal,Intensitas komunikasi public dalam
perencanaan pembangunan belum optimal , Efektivitas proses usulan
pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal, Implementasi rencana
pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan belum optimal,
Keselarasan rencana tata ruang Kab terhadap tata ruang Provinsi belum optimal.
. Perencanaan pembangunan belum konsisten dan transparan yang disebabkan
oleh : Peran unit kerja penyedia data di Bappeda belum optimal, ketersediaan
data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung
perencanaan pembangunan,data dan informasi pembangunan belum tersebar
kepada pengguna, Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses
secara optimal oleh masyarakat, Rencana pembangunan tahunan belum

sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka
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panjang dan menengah, Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum
optimal, Pembiayaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan
belum sesuai dengan dengan penganggaran tahunan, Prinsip pembiayaan
pembangunan berbasis money follow program belum optimal.

9. Perencanaan pembangunan belum yang didukung oleh SDM yang handal yang
disebabkan oleh: keahlian dan keterempilan SDM perencana OPD belum
memadai, keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda belum

terpenuhi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih Tahun 2016 — 2021

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan
yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 —
2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode
perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rejang
Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan
utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia

usaha , dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan
daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021
adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Tagwa dan

Sejahtera “

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tersebut harus dapat diukur
keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Sehat,

Cerdas, Tagwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai- nilai agama.
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
a. Masyarakat Sehat

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun
sosial dan ekonomis.Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan
berasaskan

perikemanusiaan,keseimbangan,manfaat,perlindungan,penghormatan  terhadap
hak dan kewajiban, keadilan,gender dan nondiskrimininatif dan norma — norma

agama.
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b. Masyarakat Cerdas

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan
atau tradisi , sikap, dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan

pengetahuan intelektual.
c. Masyarakat Tagwa

Masyarakat Tagwa yaitu suatu masyarakat yang beriman terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan Senantiasa mengerjakan nilai — nilai ajaran agama dalam
kehidupan sehari — hari secara konsisten sehingga terwujudnya keharmonisan

dan ketentraman antar penganut agama di masyarakat.
d. Masyarakat Sejahtera

Rejang Lebong Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,perumahan, air bersih, kesehatan ,
pendidikan , pekerjaan , rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan fisik maupun nonfisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan

arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 ( enam ) misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2016 — 2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata.

2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local yang berdaya saing.

4. Mewujudkan pelestarian nilai — nilai agama dan budaya dalam melandasi

pelaksanaan pembangunan.

o

Mewujudkan Sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Mewujudkan pembangunan yang merata dan bersinergi yang berwawasan
lingkungan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Rejang
Lebong dengan Dokumen RPJMD 2016 — 2021, maka dalam penyusunannya harus
menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, maka Bappeda berkontribusi
untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang
dimilki.
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten
Rejang Lebong yang bermartabat dipandang perlu memperhatikan Renstra Bappeda
Rejang Lebong 2016 — 2021. Renstra Kementerian Bappenas yang memuat Visi dan
Misi sebagai
berikut :

VISI : “ MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL, KREDIBEL,
DAN PROAKTIF UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA “

MISI :

1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka :

a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun
antara pusat dengan daerah

b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan
pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau
untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian
PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi kementrian PPN/Bappenas bertanggunjawab untuk
menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan
sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari Daerah hingga tingkat
Nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam
rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah,maupun antara pusat
dengan daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik untuk
menghasilkan rencana pembangunan yang bekualitas, maka diperlukan masukan dari
hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-

hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau
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evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan
saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan
efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) agar lebih baik, lebih
berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi
pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan
masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator,
melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan
dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri,
dan sebagainya) secara akuntabel. Oleh karena itu tidak diletakkan sebagai misi.

Demikian telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang
Lebong.

Bappeda sebagai Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan visi Bappeda 2016
— 2021 yaitu :

“Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Responsif,
Partisipatif, Inovatif dan Aplikatif”

1. Lembaga Perencanaan Pembangunan yang responsif diindikasikan sebagai
lembaga perencanaan pembangunan yang mampu menterjemahkan visi misi
dan tujuan serta sasaran daerah sekaligus menangkap kebutuhan masyarakat
dalam mengembangkan potensi daerah dan mampu mengantisipasi
perkembangan dinamika masyarakat menuju terwujudnya pertumbuhan
perekonomian masyarakat;

2. Lembaga Perencanaan Pembangunan yang partisipatif diindikasikan sebagai
lembaga perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder
dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis dan
berwawasan lingkungan berkelanjutan.

3. Lembaga Perencanaan Pembangunan yang inovatif diindikasikan sebagai
lembaga perencanaan yang mampu mengembangkan hal-hal baru di bidang
perencanaan pada penetapan prosedur atau cara — cara baru hingga tercapai
target yang telah ditetapkan.

4. Lembaga Perencanaan Pembangunan yang aplikatif diindikasikan sebagai
Lembaga Perencanaan yang mampu menyusun Perencanaan yang mudah

diterapkan dan dilaksanakan.
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Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi dengan
mendukung kepada misi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam

penyusunan perencanaan “

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Penataan ruang merupakan proses yang terdiri atas perencanaan ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penyelenggaraan
tata ruang adalah terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan
menyeluruh, terwujudnya tertib pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya
pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola
ruangnya. Untuk penyusunan struktur dan pola ruang, diperlukan kajian tentang
persoalan dan analisis dari sisi perencanaan tata ruang. Keseluruhan pemanfaatan
ruang ini harus mengacu pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang terkait dengan penyusunan struktur dan pola
ruangnya, dan dalam penyusunannya rencana tata ruang wilayah mempertimbangkan
kepentingan lingkungan hidup. Integrasi pertimbangan-pertimbangan lingkungan
dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan merupakan cara efektif untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup
Strategis) sebagai instrumen pendukung untuk mengintegrasikan kepentingan
lingkungan hidup dalam penyusunan rencana tata ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematik untuk
menjamin bahwa konsekuensi atau dampak lingkungan yang timbul akibat suatu
usulan kebijakan, rencana, atau program telah dipertimbangkan dan dievaluasi sedini
mungkin dalam proses pengambilan keputusan, paralel dengan pertimbangan sosial
dan ekonomi.

KLHS bertujuan mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari usulan
kebijakan, rencana, atau program untuk mendukung proses pengambilan keputusan,
mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana atau
program. Selain itu secara substantif KLHS bertujuan meminimalisir potensi dampak
penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan kebijakan, rencana atau
program, melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan dan memelihara

potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem.
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3.5 Penentuan Isu — Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan dapat
diidentifikasikan beberapa permasalahan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.

Identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi
penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai dengan visi misi yang
ditetapkan.

Isu-Isu Strategis antara lain :

a. Belum Optimalnya sinkronisasi integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan,
baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan
daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;

Pengelolaan kegiatan dan anggaran belum sepenuhnya mengarah pada
peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

c. Kurang meratanya kemampuan analisis SDM perencana, belum optimalnya
pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi, komunikasi dan
penelitian.

d. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi
dan kondisi yang akhir — akhir ini menjadi penting. Untuk menunjang aktivitas
kinerja bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan,sehingga menjadi
lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai
sasaran yang akan dicapai Bappeda, faktor peluang yang ada dilingkungan
eksternal menjadi penting,agar jumlah SDM vyang dibutuhkan sudah
terpenuhi,juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan
fungsinya.

e. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,yang senantiasa berbeda,
karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran ( APBD ) tidak
luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder
dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh
peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/ PPAS yang disepakati
antara kepala daerah dengan DPRD (Bangar), yang memungkinkan terjadi
perubahan — perubahan baik pada program / kegiatan baru beserta anggarannya
karena ada kebijakan — kebijakan dari pemerintah pusat / Provinsi dan
kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan
masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

f.  Produk — produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan,
terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi Bappeda yang
ingin dicapai . Kondisi akhir — akhir ini, dokumen — dokumen perencanaan yang
telah dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari

gabungan dari rencana — rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi
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usulan —usulan wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan
kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum
terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Rejang Lebong sebagai
unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan
dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari
faktor-faktor lingkungan strategis yangseringkali juga disebut faktor internal dan
eksternal (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN) maka dapat
dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan ekternal.
Analisa internal meliputi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weaknesess),
sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (Opportunity) dan peluang
(Treaths).

Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal
dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT
lingkungan internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan).
Sedangkan lingkungan eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats
(ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara

lain diuraikan sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths) - S

a. Jumlah tenaga perencana Bappeda cukup tersedia dengan latar belakang
pendidikan yang cukup beragam.

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada Bappeda Kabupaten
Rejang Lebong

c. Adanya organisasi kelembagaan Bappeda yang terorganisasi, terstruktur dan
terpadu untuk mengakomodir perencanaan OPD di Kabupaten Rejang
Lebong

d. Organisasi kelembagaan perencanaan telah cukup memadai untuk

mengakomodir perencanaan di Kabupaten Rejang Lebong

2. Kelemahan (Weakness) -W
a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana belum mencukupi dan
merata sehingga hasil perencanaan yang dihasilkan belum memadai
b. Belum semua jajaran perencana Bappeda memahami proses perencanaan

sesuai dengan aturan yang berlaku

Analisis Lingkungan Eksternal
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1. Peluang (Opportunities) - O

a. Komitmen bersama dari seluruh stakeholder untuk memperbaiki system

perencanaan agar berjalan optimal

b. Optimalisasi dan integrasi Sistem Informasi ( IT ) yang sudah ada dalam

proses

perencanaan,penelitian,pengembangan

dengan fungsi Bappeda.

dan kerjasama sesuai

c. Adanya penyelenggaraan diklat bagi SDM perencana

2. Tantangan (Threat) - T

a. Adanya perubahan perencanaan dari rencana awal dikarenakan kepentingan

tertentu. Selanjutnya masih terdapat hasil perencanaan yang belum dapat

diakomodir.

b. Perencanaan yang kurang optimal akan mengurangi daya saing daerah

terhadap kompetisi dunia global

ANALISIS SWOT

INTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

a. Jumlah tenaga a. Kualitas SDM
perencana Bappeda perencana belum
cukup tersedia dengan merata sehingga
latar belakang hasil perencanaan
pendidikan yang cukup yang dihasilkan
beragam belum memadai

b. Tersedianya sarana dan | b. Belum semua jajaran
prasarana yang perencana Bappeda
memadai pada Bappeda memahami proses
Kabupaten Rejang perencanaan sesuai
Lebong dengan aturan yang

c. Adanya organisasi berlaku
kelembagaan Bappeda
yang terorganisasi,
terstruktur dan terpadu
untuk mengakomodir
perencanaan OPD di
Kabupaten Rejang
Lebong

d. Organisasi kelembagaan
perencanaan telah
cukup memadai untuk
mengakomodir
perencanaan di

EKSTERNAL Kabupaten Rejang
Lebong
PELUANG (O) S-0 W-0
a. Komitmen bersama a. Memberdayakan SDM a. Meningkatkan
dari seluruh stakeholder perencana secara kualitas SDM

untuk memperbaiki

maksimal dalam

perencana dengan
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system perencanaan
agar berjalan optimal
b. Optimalisasi dan
Integrasi Sistem
Informasi ( IT ) yang
sudah ada dalam
proses
perencanaan,evaluasi,
Adanya ilmu
pengetahuan dan
teknologi aparat

menjalankan proses
perencanaan

b. Mengoptimalkan dan
memanfaatkan iptek
untuk meningkatkan
produktivitas bagi aparat
perencana di Bappeda

c. Meningkatkan kualitas
SDM perencana yang
sesuai dengan
perkembangan lImu

membangun
komitmen bersama
seluruh stakeholder
perencana

b. Meningkatkan
pemahaman jajaran
perencana Bappeda
untuk dapat
memahami proses
perencanaan dengan
mengikuti diklat

perencana sehingga pengetahuan dan perencanaan
proses perencanaan teknologi
dapat berjalan d. Mengoptimalkan
sebagaimana mestinya kelembagaan Bappeda
c. Adanya dalam mengakomodir
penyelenggaraan diklat perencanaan agar
bagi SDM perencana berjalan sebagaimana
mestinya.
TANTANGAN (T) S-T W-T
a. Adanya perubahan | a. Meningkatkan proses a. Meningkatkan
perencanaan dari perencanaan informasi

rencana awal
dikarenakan kepentingan
tertentu. Selanjutnya
masih terdapat hasil
perencanaan yang belum
dapat diakomodir.

b. Perencanaan yang
kurang optimal akan
mengurangi daya saing
daerah terhadap
kompetisi dunia global

berdasarkan data yang
akurat

b. Optimalisasi
perencanaan secara
terpadu untuk
mengakomodir
perencanaan Kabupaten

c. Memberdayakan
kelembagaan
perencanaan untuk
meningkatkan kualitas
perencanaan yang
akurat sehingga mampu
bersaing.

perencanaan dan
kualitas perencanaan
b. Meningkatkan
pendanaan untuk
perencanaan
sehingga proses
perencanaan
berjalan optimal.

Isu-isu strategis yang ada di

antara lain :

pusat yang berimbas di

pemerintah daerah

a. Peraturan Perundang-undangan Penyusunan rencana pembangunan nasional,

sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari

landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, PP, Perpres

maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan

perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi

dan

terharmonisasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

b. Sumber daya manusia perencana.

Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di pusat maupun di

daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan,

penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi

kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk

melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun
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untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-
instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang
berkualitas secara memadai.

Desentralisasi dan otonomi daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih
menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi
yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian
pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang
sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan
hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Banyak fakta yang
menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena
yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antar
daerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam,
merenggangkan hubungan antar kelompok karena masalah-masalah geografis
wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidaknyamanan
yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk
melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas,
tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat
daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak
yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar
daerah.

Globalisasi

Disamping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang
merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin
berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti harus pandangan
dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI).
Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan
suatu wilayah dengan kecenderungan global. Gelombang kecepatan teknologi
informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat.
Perkembangan Tl telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Nilai
informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi
kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan
mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan
meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin Tl dapat menjadi

faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab. Rejang Lebong

Untuk merealisasikan Misi Bappeda Bappeda Kabupaten Rejang Lebong,
perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Dalam Kurun 5 tahun kedepan, tujuan
dan sasaran ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu- isu strategis dan analis lingkungan .

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2016 -2021, maka tujuan jangka menengah Bappeda Kab.
Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan
aplikatif.

2. Meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan dan
penganggaran.

3. Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

Sasaran adalah merupakan hasil akan dicapai secara nyata,spesifik, terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sebagai penjabaran dari misi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, maka
sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan
kepentingan Stakeholders.

3. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran.

4. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

Secara rinci dituangkan dalam di Tabel 4.1 ( T.C 25) pada lampiran
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BAB.V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan
yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang
dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan
merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan
dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu,
kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Renstra diselaraskan dengan strategi dan kebijakan
RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk
mencapainnya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselarasan program RKPD dengan RPJMD dengan arah
kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan hasil evaluasi RKPD.
- Verifikasi prioritas RKPD terhadap prioritas RPIJMD.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Instansi dan Efektifitas Pengelolaan yang
Akuntabel dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah,
antar Stakeholders dan mendorong penggunaan Teknologi Informasi pada
Sistem Perencanaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan efektifitas forum perencanaan lintas provinsi / kab/ kota serta
pusat

- Peningkatan kemudahan dan keamanan mekanisme usulan perencanaan
pembangunan

- Peningkatan dukungan mekanisme pengusulan perencanaan pembangunan
melalui sistem Aplikasi berbasis teknologi informasi.

- Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran.

dengan arah kebijakan sebagai berikut :
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- Peningkatan koordinasi antara perencanaan dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

5. Meningkatkan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan
arah kebijakan sebagai berikut :

- Verifikasi kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target prioritas
RPJMD.

- Verifikasi kesesuaian target Renja OPD terhadap target prioritas RKPD.
- Sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD.

Secara rinci dituangkan di Tabel 5 ( T. C 26 ) pada lampiran
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BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan
strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program
dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama
5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPIJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun
2016 — 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan
6. Program Pembangunan
a. Dukungan Peningkatan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Besar Nasional
dan Daerah

7. Program Pengembangan Data/Informasi
a. Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan;
b. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan
ekonomi;
8. Program Kerjasama Pembangunan
a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;

b. Koordinasi Penyusunan Rencana Dan Monev Bidang Fispra
9. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

a. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan;
c. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan;
d. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI1JM) Bidang
PU sektor Cipta Karya;
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah ( SIPDA)
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b. Penyediaan Sistem Informasi Pembangunna Daerah ( SIPD )
11. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
a. Pendampingan dana program kota tanpa kumuh

b. Pendampingan @ Dana  Program  Peningkatan Kualitas Kawasan
Pemukiman ( P2KKP )

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD )
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Penyusunan Rancangan RKPD;

C.
d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
e. Monitoring evaluasi dan pelaporan

f.

Penyusunan dan Penetapan KUA & PPA APBD;

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi  Masyarakat
Penyusunan Perencanaan Ekonomi Masyarakat;
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ( RPIK)
d. Koordinasi Penyusunan Penghitungan Gas Rumah Kaca ( GRK))

14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

® 2 o T 9

Koordinasi Penyusunan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable Development Goals ( RAD TBS / SDGs))

Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

-

g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pelayanan Dasar
h. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia
i. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan KB

15. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Rapat koordinasi tentang tata ruang
b. Revisi Rencana Tata Ruang
c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Secara rinci dituangkan di tabel 6 ( T.C 27)
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang menunjukan
secara langsung keluaran ( output ) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5
(Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016- 2021.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021, maka dalam
penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
tersebut sebagai acuan, artinya indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang
Lebong harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan
Bappeda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Bappeda berkontribusi
untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki dituangkan di Tabel 7 ( T.C 28 ) pada lampiran
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021
berfungsi sebagai pedoman, penentu arah,sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan ,pengelolaan
pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana
Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2016 — 2021.

Rencana Strategis Bappeda Rencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2016 — 2021 merupakan kesatuang gerak dan langkah aparatur perencana yang
mengedepankan nilai — nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat
melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di
masa mendatang. tujuan Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini disusun
sesuai amanat UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
bersifat indikatif. Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan dengan
peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala Bappeda Kabupaten
Rejang Lebong.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong merupakan pedoman
dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong. Renstra Bappeda merupakan dasar evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 2018

NIP. 19800418 200502 2 005

NIP. 19730330 200212 2 004

KEPALA
ASLI SAMIN, M.Kes
NIP. 19690115 198202 1003
SEKRETARIS
SUTRISNLSP
NIP. 19881121 199703 2 002
1
L | |
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
EVISUSANTI.S.Sos NITA SURYAMARTINA, SE, MSE NOWA FRISCA ELIANTLBKM
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[
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DAERAH BAWAHAN
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il )
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DATA , EVALUASI DAN PELAPORAN

INRIA PUSPITA SARLS,505
NIP, 19850822 200803 2 010

HEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

. Nip. 1969011

Agustus 2018
lengetahui

198903 1 004
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Tabel 2.9 ( T.C 23 ) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Reali

i Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

No Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Target | Target | Target Indikator
SKPD SPM | IKK Lainnya 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah x 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ditetapkan dengan PERDA
2 |Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah o o o o o
dietapkan dengan PERDA / PERKADA x 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 |Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah " ) ) ) )
dietapkan dengan PERKADA x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 |Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERDA
5 [Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD X 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 |Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 [Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW x 100 [ 100 | 100 | 100 [ 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 |Buku Rejang Lebong dalam Angka X 60 buku | 60 buku [ 60 buku| 0 0 | 60buku | 60 buku | 60buku| O o | 100% | 100% | 1005 | @ | ©
9 [Buku Profil Daerah Kabupaten Rejang Lebong X 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 60 buku | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 |Buku PDRB 0 0
x 60 buku | 60 buku | 60 buku| 0 0 | 60buku | 60buku [60buku| 0 0 100% | 100% | 100%
11 |Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. RL 0 0
x 60 buku | 60 buku | 60 buku| 0 0 | 60buku | 60buku [ 60buku| 0 0 100% | 100% | 100%




Tabel 2.10 ( T-C 24 ) Anggaran dan Realisasi Pend: Pelay SKPD

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
. Ke-
Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 | 2014 | 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BELANJA DAERAH 4.691.951.391,03 5.074.956.361 5.333.475.731 5.702.984.798 5.200.819.289 | 4.644.149.545 4.775.658.261 | 5.114.790.573 5.467.372.627 4.766.079.206 99 94 96 96 91 2,65% 0,65%
Belanja Tidak Langsung 1.504.544.141,03 1.881.181.361 | 1.764.700.731,27 | 1.861.509.798,45 | 1.913.010.888,77 | 1.502.214.615 1.632.339.548 | 1.647.305.569 1.704.391.277 1.799.866.416 | 100 87 93 92 94 6,19% 4,62%
- Belanja Pegawai 1.504.544.141,03  1.881.181.361,22 | 1.764.700.731,27 | 1.861.509.798,45 | 1.913.010.888,77 | 1.502.214.615 | 1.632.339.548,00 | 1.647.305.569 1.704.391.277 1.799.866.416,22 | 100 87 93 92 94 6,19% 4,62%
Belanja Langsung 3.187.407.250 3.193.775.000 3.568.775.000 3.841.475.000 3.296.808.400 | 3.141.934.930 3.143.318.713 |  3.467.485.004 3.762.981.350 2.966.212.790 99 98 97 98 90 0,85% -1,43%
- Belanja Pegawai 718.752.000 628.760.000 801.145.000 818.830.000 951.318.000,00 715.777.000 618.135.000 757.295.000 800.825.000 854.448.000,00 | 100 98 95 98 90 7,26% 4,53%
- Belanja Barang dan jasa 2.293.705.250 2.420.315.000 2.200.130.000 2.347.875.000 2.273.990.400 | 2.252.842.930 2.381438.713 | 2.155.197.504 2.294.180.350 2.045.277.090 98 98 98 98 90 -0,22% -2,39%
- Belanja Modal 174.950.000 144.700.000 567.500.000 674.770.000 71.500.000 173.315.000 143.745.000 554.992.500 667.976.000 66.487.700 99 99 9% 99 93 -20,04% -21,30%
Total 4.691.951.391,03 5.074.956.361 5.333.475.731 5.702.984.798 5.209.819.280 | 4.644.149.545 4.775.658.261 | 5.114.790.573 5.467.372.627 4.766.079.206 99 94 96 96 91




TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

TABEL 4 (T-C 25)

TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan mutu perencanaan |Terwujudnya keselarasan
pembangunan yang berkualitas, perencanaan pembangunan ilai luasi S c ce
1 aspiratif dan aplikatif daerah yang berkualitas 1.1 Nilai Evaluasi SAKIP B B B B
1.2 Persentase Jumlah Program
dalam RKPD yang selaras dengan
sasaran RPIJMD 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan 1.3 Persentase usulan m_asyaraka}t 20% 30% 30% 30% 30% 30%
daerah yang mencerminkan dalam Musrenbang yang diakomodir
kepentingan Stakeholders
14 P | PD
terako;fgi?tase usulan OPDYang | 5000 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Meningkatkan konsistensi dan Meningkatnya kesesuaian 2 1 Persentase kesesuaian
2 |transparansi dalam hal perencanaan dengan ;erencanaan denaan penganagaran 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perencanaan dan penganggaran |penganggaran P gan pengangg
Meningkatkan penerapan yan Meningkatnya penerapan yan 3.1 Persentase kesesuaian jumiah
_g P pan yang _g yap pan yang program antara RPJMD dengan
3 konsisten antar dokumen konsisten antar dokumen RKPD 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perencanaan perencanaan
3.2 Persentase kesesuaian jumlah
rogram antara RKPD dengan APBD
prog g 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%




TABEL 5 (T-C 26)

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI :  Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Responsif, Partisipatif, Inovatif dan Aplikatif”
MiISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam penyusunan perencanaan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan mutu perencanaan _ _
pemba_ngunan yang berkualitas, Terwujudnya keselarasan perencanaan Meningkatkan keselarasan program RKPD Peningkatan hasil evaluasi RKPD
aspiratif dan aplikatif pembangunan daerah yang berkualitas dengan RPIJMD

Verifikasi prioritas RKPD terhadap prioritas
RPJMD.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Instansi

dan Efektifitas pengelolaan yang Akuntabel Peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas

instansi
Tesusunnya dokumen Perencanaan Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Peningkatan efektifitas forum
pembangunan daerah yang mencerminkan [rencana pembangunan antar daerah,antar perencanaan lintas Provinsi, lintas
kepentingan Stakeholders Stakeholders dan mendorong penggunaan kabupaten,antar provinsi /kab/kota serta
Teknologi Informasi pada sistem pusat

perencanaan
Peningkatan kemudahan dan keamanan
mekanisme usulan perencanaan pembangunan

Peningkatan dukungan mekanisme pengusulan
perencanaan pembangunan melalui sistem
Aplikasi berbasis teknologi informasi

Peningkatan peran dunia usaha, lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam
setiap tahapan perencanaan pembangunan




Meningkatkan konsistensi dan
transparansi dalam hal
perencanaan dan penganggaran

Meningkatnya kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran

Meningkatkan kesesuaian dokumen
perencanaan dengan penganggaran

Peningkatan koordinasi antara perencanaan
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Meningkatkan penerapan yang
konsisten antar dokumen
perencanaan

Meningkatnya penerapan yang konsisten
antar dokumen perencanaan

Meningkatkan perencanaan dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah

Verifikasi kesesuaian target program Renstra
OPD terhadap target RPIJMD

Verifikasi kesesuaian target Renja OPD terhadap
target prioritas RKPD.

Sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas
RKPD




TABELB[TCIT)
RENGANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

INDIKATOR WINERJA TUJUAN (AP 2017 2018 2018 2020 02 HTEERIA
TULAN aAsARAN o Kope PROGRAM / KEGUTAN SASARAN PROGRAM (OUTCONE) |  PADA TAHUN KONDISI KINERIA PADA | penaroaonas| - oatn
DAN KEGIATAN (QUTPUT) AWAL AKHIR PERIODE RENSTRA AWAS
PERENCANAAN SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 ] ==y ] T W 1] iH {E] L} 1] i 7 1 L] F = 7] 2
OECIECER BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bappadn | APSD
| |DAERAH 7.081.012.000 10.382,658,000 10.085.067.000 11.779.197.428 12490,47.807 12.001,002.606 |  Kabupaten
Ll L o ) Fajang Labong
403 4 im- 1|01 .
I | Program Pelayanen Administras| [ Jumiahy Jenis Palaysnan Admintatraal
TR Perk e ek o bkl 1.004,121.000 805,028,000 920.277.000 975,730.000 1.024,619.000 4.016.683.000
|
[Meningiuthen kusiias 11 Torsedlemys Pelayanan Admintstras]
b . Kinerja Parmrighat | Parkantoran yang berkualitss
peckantoran I_ T = i = —
| | | | ‘Tinglat Pelayuman Administrisd
Yw@ AT oo = — ! e
N | | Tersedianyn barcla pos 12 bulan 12 butan 7,370,000 | 12buan 570,000 | 12 butan 5580000 | 12 bulan 5580000 | 12huian 6.135.000 | 72 bulan 30,088 000
T |47 4 031 01 2] |Penyndinan Jass Komunikes, Sumber Daya Air | Tarsedianys Jasa Hormmik Surrber 3 bula 700 2 100,900 001 == 76,787 000 | 72 bulan
| T 'r-u:;:ﬂmm 12 blan 12 bulsn 47700000 | 12 bukan 100.000000 | 12 bulan P EPpE— P
= =31 19 | Dby Al o Lt . g
O IE R TI Z . ~
| | [Jumish Tgan Tog G5040.000 | Fog BIO40000 | Tog 71544000 | Horg 201 624.000
%] 4[24 [wr]o8, [Fermedianyjams sbarslhirs kit 2buan | f2ban| 11103000 | 12busn 11 587,600 § § § . i BEL 22690600
[ oi]a9] 12 bulan 12 bulan S500.000 | 12tadan A000000 | 12 bulan 6.000.000 | 12 bulan 8000000 | 12busn B:600.000 | 72 bulan 30,100,000
12 bulan 12 butan 23736000 | 12bulan 13.450.000 | 12 bulan 16.600.000 | 12 builan 16.000.000 | 12 buln 18,480,000 | 72 bulan 89,268,000
12 buan 12 butan 27.832000 | 12bulan 10.149.000 | 12 bulan 16020.000 | 12 buimn 16030000 | 12bubn 17,633,000 | 72 bulan 96,674,000
12 bulan 12 tutan T1.300.000 | 12 bulen T.250.000 12 bulan T2500000 | 12 bulan T2S0000 | 12 buian T.875.000 | 72 bulan 101.025.000
485 una 42 unit 280000000  Ount 22300000 | 2unt 31705000 | 3w 064000000 | 4urt 70,400,000 | 108 urit 472.308,000
7 E = - | 12bulan 11.514.000 | 12 bumn 11544000 | 12 bwian 12,605,400 | 38 butan 36,099,400
12 Luilan 12 bular 49.400.000 | 12 tadan &1 240 000 12 bulan &6.000,000 | 12 budan 26000000 | 12 buan 30,800,000 | 72 bulan 201,240,000
12 buian 12 bulan - | 12 bulan 630,000 | 12 bulan 12 butan | 20000000 | 12 buan 20,000,000 | 36 bulan 50.320.000
4703] 4 03 1 01 18 [Rpat e rapat - it - = =
| ‘ j_ | | [peacah [koorcinmsi an konmllesd koluar deorah 12 bulen 12buten | 322020000 | 12bulan 400,431,500 | 12 budan 300000000 | 120k 300,000000 | 12 buan 330.000.000 | 72 bulan | 1.055.451,500
A1) 4031 0118 - — = )
s HLH: Porunjang Peninglatan Pelakeans Tensga [Jumilah panunjang paninglmtan
O oy B P 1Bog iawn. 150,380.000 | 26 o 180800000 | 21 eng 12600000 | 21 org 2600000 | 2 o 343660000 | 12 | 1.280330.000
40804 031 (0120 da a Rupat - rapat |
| | | | Dasmh koordinasi dan konaubiesl keclslam 12 buban 12 budan 3BB0.000 | 12 beilan B1040.000 | 12 budan 0780000 | 12 bulan 10.780.000 | 12 buan 11.636.000 | 72 bulan 08 278.000
deecah = =
Program 8 dan K
| Aparatur Konle! balk 512,119,200 1.004.260.000 609,230,000 508,913,000 330,004,100 3.066.910.300
Meninghatian kualftes : [ Jumiah Janls Keglatan untuk 5 i
sarana dan Pra =
RS aparnie Aparatur
Tarsodlanys sarsna dan prasarans = — s
aparatur
Fongadann Fandaraan Drasl Dporsonal [Juriah Fondaraan Dimas Oporasional | Ewit i = = | - 5 une - = | 20unit 106,813,000 =
e Yy Dtoaakary _ LW = ik
Fangatiaan Moboke Jcumish Mstaglaur Kantor 50 Lt 6O unit 114360.000 | 21wy - - Sunt 50000000 [ 18 und B3.804.100 | 184 unt A4 184,100
t’\ﬂ:ﬂ:ﬂm\hww«.ﬂu' dan ut-alat cekdroniy i::ull::;r:m.lv:- o) airt-alad S0 unit 35 it 00| 3aum 48455 000 9unit 300400000 | 9 unit 100.000000 | 10 unt 120,000,000 124 unit 1,376 740,000
[ Feimolinarasn RutvBeriat Gedung Kartsr  [durilnh Perneirsan Rt/ ferhaia - — B - o - 1t 50000000 | 1unt _nmm;nu. 3
— L1 perding Kantar S . R st
Prereidiarman ReAriecha mob | P PE—— Zunlt Zumit | 100000000 Gunt W6I0000 | - B . . a 378,300,000
L — T T s ——
|| pmasiOnsainsi ,"‘."':“ Hanciraan coss Jopsrisionsl 7 unit it 18360200  @unt 50000000 | 10 une 00430.000 | 10wkt 200000000 | 17 Unt 100,000,000 | B8 uni ©88.790.200
e " — i — ) (=3 — =
st s Peningkntan Disipiin Aparatur . . . 30.230.000 28300000 | - . - 85.230.000
o ratug
4 03 4,08 1 0 02, |Fe0Gedasn Pakaiin Dines boserta Jorriah Paksian Dinsa Pageusi Dasl | - . 20X0 : - - z - - | sl 20230000
z 4 ) 409 1 03|0s|[Ponaescesn Pakaien Fromus Hrkbaritorions | Julah Pasalan Krusu Tt T e - T 5 anl 25,300,000 - - - B 1] 25 900 IO
EmeE—— === A = | ee— = = =Sl e P — S = - : ===




DATA UNIT KERJA
INDIKATOR KINERJA TUUAN, PENCAPALAN 2017 018 2019 2020 2021 SKPD
TUIUAN SASARAN NO HODE PROGRAM | KEQIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) |  PADA TAHUN KONDIB! KINERJIA PADA | pEmANGGUNGY
DAN KEGIATAN (OUTPUT) AWAL AKHIR RENSTRA AWAD
PERENCANAAN sKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET AP TARGET
2 ] 4 (- ] = ] = 7 i M Y PR - ) % | W TN . TSN MO | (R N | T | - R 0 H 2
Meringhatian huslites || [Program Peningiatan Kapasitas Bumber | Jumiah anggarsn yang disiapkan . 10.600.000 - 30.000.000 - 30,000,000 . 30,000,000 30,000,000
pannglatan lapusina Merinchatnye Kt Parmeokat (4 105 il 1 05| |Daya Aparstur unuk peningtatan sumer daya 150080000
sumber Soawlr | 1 | i - . —
| Bimbingnn taknis knplementas! poraturan 'r--h  petnkannaan Dimbigan
alm 4081 uu 103! | panindaing - undangan Toknin ik - 12 bulan 12 bulan A0.000000 | 12 buany A0 000500 12 bulan 30,000,000 | 12 bulan 40000000 | 12 budan 30.000,000 | 72 bulan 150000 000
Ti juickny | | | palaporan capalan kinerda d ya periing|
par yang 403 4 03 4 o8 pengembangan slstem pelaporan 107,107,400 150,000,000 180.600.000 160,000,000 180,000,000
s darsh yang | capalan kinerja dan kauangan
st |
S I : =
| Sumniah laporan | dokumen
Hilad Evabonsl SAKIP Peningatan pengembangan sistsm 4
| pelaporan capaian kinerla dan
£ = == H | R
| | | T updtnlhll:ll
| | lchtimar realisas) kinerjs
- 4 — =i e —_——-— — — e
403 403 1 oo oy |PeusLnan dr it TI g : Hinerja dan fidhiaar ok 9 dok 157167400 | Gaok 160,000,000 E < . s - T 307,167,400
PRC- 1Y ua!oe ,,m’ Seyustuten Froncam Anomer: faun dan - ;kmish Dobrman Prwnceneen den B - . @ dak 150,000,000 | © Dok 160000000 | 8 Dok 160.000.000 | 27 dak 450,000,000
x| | ] == = i i
gl humites N ya Hinerja Parangiet | | lmmmmm
pembangunan pacs hen 4 !ns 408 1 00 | 7.220.000 100.000,000 160,600,000 100,000,000 100,000,000 437.220.000
bosar nasional & clasrah | |
o ] 1 | Dhieungan Pealrghstan Pembargunan Pada P———— =
40401 o0 02 Kagiatan Herl Besar Nasicnal dan Dserth [Jumlah kegistan hari besar naslonal & 2 v 2l 720000 | Sk 100600000 | kak 100000,000 | 3 hall 100000000 | 3kak 100,000000 | 19 ket 437,220,000
‘ | i — i ) [ | S =
L
4+ 1 - " .. _— e— . PR— - - - —_
i | [Program Pangembangan Data [ Informas! Jumlah Jenls Perancanasn Tata
Ruang yang diisksanakan
4003 403 115 785,003,269 850,000,000 850,000,000 £50.000.000 990,000,000 4234.003.200
gl | Tersusunnya dan Terkumputnya dats | = = = — . S|
Irformasl kebutuhan penyusunan
! |dokumen persncanasn - 2 A% o =
| | | [Peryusunan dan pengumpulen data informasl  |Jumish Datainformasl Perencarasn
4@ 4 ngq 15/ 02| Pembangunan 1 dok 1 dok 648884000 [ 1 dok 400,000,000 1 dok 450.000.000 | 1 dok 450000000 | 1dek 450,000,000 | Bdok 2368 684.000
= B | | o] J ; | | R 5 E L ——
| | |Peryusunan dan Analisis. Dety informas) i =
4103 403 1 15 04 |Porercansan Pembanguren Ekonomi o 1 dok 1 dok 126429208 | 1 dok 450,000 000 1 dok 400000000 | 1 dok AD0.000000 | 1 dok 450,000000 | 8dok 1,836 429,269
Woningkatian o | Torwuiai = =
[pentwguan ying |oarkaatan Lai 4lm 4!nai1 16| | |Program Kerjwsama Pambangunan (i oo [hjenarnn 401,310,000 500,000,000 £42.600,000 £70.000.000 20,800,000 2823810.000
benrkiasitas, mapiratif dan | | | | pembangunan yang ditakaanshan .
|
Torsuisunnys dokumen 1 | [ S h B
mmm | )
Id-hmmhn | Parsantase kesesunlan dokuman
| I I ww_w i _— I —
konsistans dan Meningkmtnya kesesunian
transparans! dalam hal  |porencenaan dengan | |
1 dary |
pongarggaran i | L] - — e o - -
Wenir ap Maeningkatys penerapen yang | Kiardinasl Merjaasrma Femoangunan Antar
yury Korsten wntar aipaii 4(03) 4 0al1 1g gz [Daen 1 kb 25000000 3kl 260000000 | 2 hat 2860000 | 3 vah 00000000 | 3kab 300000000 | 14 kel | 1418480000
T i Foordinesl peryuacirar — — o = i S, [
4 (0 40 | svakias bidarg FISFRA 1 dak 176420000  1dod 250,000,000 1 dok 19010000 | 1dok 70000000 | 1 dak 230,000,000 | 10 dok .206.330.000
id I
E -~ o e — = : s
| || roaram z
4|0@i 4031 19 |Kots Mensngel dan Besar B50.000.000 TOB.000,000 70,000,000 B15.000.000 2.550.000.000
w
a m 403 4 03 1|18 08 memmm“m'mm*m-mhm & kall 200000000 | 6N 705000000 | @ kot 270000000 | 6 kat 500.000.000 | 24 kall | 1.676.000,000
traneparansi dalam hal | porsncanasn dengsn ] 1= s i L R W —
e | | : | ? Jurmiah Keordnas! Pananggadangan =
peniganggaran 4.0 4031 1910/ m“‘:\ “W:IUII s runt Lirbah Rurnsh Tenggs dan Industri & kall 200,000,000 - @ hall 200000000 | Okl 205.000.000 | 16 kel B0.000.000
y i JF""”"".._ il P . = = | i = S —
w:ﬁm}amwmcw 1 dok . J - 1 dok 150,000,000 - . 1 dok 200000000 | 1dok 220000000 [ 4dek 570.000.000




TWIUAN

PROGRAM | KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN,
BASARAN PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN {OUTPUT)

DATA
PENCAPAIAN
PADA TAHUN

27

TARGET

TARGET

RP

TARGET

TARGET

HONDIS! KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA

BHPD

yang
borkualitas aspratif dan

Jurnlah Keglatan umiuk

parmbangunan dasral

i

12

437.100.000

1

AT4.240.000

18

414.240.000

o

Manlngkatkan muty dokugmen
perancanasn dan data / informas)
peofil dnarash

4081'&\&:“'

Penyeciaan sarna dan Prassrars Sistom
Persncanean Daarah (SIPDA)

l‘w-mpcwmnudm
dan kegioten ssbirun OPD
hﬂlw SIPDA &
dats { infarmani pada splikasi 3P0

437,100,000

B

znuu

D—-h[SIPD)

o Tarsusunnys doiomen datm & inforrrasi

profil desrsh dengan splikesl SIPD

Jumial Kecamatan yang difssiiitas!

masyarakatrys

Tersebemgguranys Frogram Nashors
Pmbmn,nn Maryarakat

WWM
lingkungen kurmuy

Gk

154 320,000

AT4. 240 000

260.000.000

0 leal

240,000,000

G hall

207,120,000

200.000 000

220,000 000

5 dok

1.526 480,000

A07.120,000

300000000

234,950 000

236,700 000

4 dok

BTRTT0.000

350,000,000

300.000.000

6 Jall

360,000 000

375.000 003

14260.320,000

B0 beall

1.420.320.000

Gha

saraIn

1.758.810.000

1.008.000. 000

1ATEITIAZS

1.920.888.167

B281.801.316

m;hunmwhmm
persncanaan

240,072,200

150,000 000

Paryusunsn Rancargan RKPD

1 dak

57,265,000

150,000,000

“320.000.000

320,000,000

T18.072.200

A dok

527 205,000

- |Parpalsnggarean Mussenbang RIKPD

2 dok

2ok

60003247

4m|4m1

.
i
|

T | Woriiorig Evikomet dar Palaporar

2 dok

4im4m51

2114

| Parpusunan dan Penatepan KUA dan PPA
APED

Jurnish Dokumen KUA PPAS
Perubahan dan KUA PPAS yang akan
disunun

Meritarng Evaluasi dan Pelaporan Rencana
Dwerah

Tertaksananys monionng

2 dak,

150.830.000

173201 284

Zdok

B4, 360, 000

345447428

TA7.085 000

3 dok

2518354678

2ok

8 dak

730,035,000

Tariakaananya rapat - ragat

Dok

530 530,000

D05, 285000

3 ok

250.000.000

293683157

Bdok

1,088 378,157

T e e g e
dan lmporan mm

Terwigudnys kesotarman
peroncansan dasrsh yang

Tersusunnya dokurmen
perencanann

dhuscah yang mencesminkan

bl
4m|,

!
ul

l’mﬂl‘m perancanann pembangunan

|diaksanakan

w

1.002.015.000

Tarsedinnya dokumen Perencansan
pembangunan ekonorml

107 B00.000

2.182,126.000

1.749.000.250




DATA
UNIT KERJA
INDIKATOR KINERJA TUJLAN, PENCAPAIAN 207 2048 2019 2020 200
TUJUAN SABARAN N0 KODE PROGRAM | KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) | PADA TAHUN KONDIS! KINERJA PADA nnm“muw “‘m"
DAN KEGIATAN ([QUTPUT) AWAL AKHIR RENST AWAB
PERENGANAAN
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 L] [] [ 7 EL] ] i1 iF] L] 7 0 10 0 ] 2 Eil
m | T T = . k & = ; I [ 0 _ : 2
d i 'l | program dalsm RPJMD dengan
chalam hal dengan | | RKPD
dan i |
Pefjunggaran Lo ———
Wsninghatriya poneragan yang | -, : - T s
vang konsiston sntie | orror oraan 408 4001 2203 Jumilsh Bokurmen Pengembangan 250 buty 0 bk :
dhakiimen paroncansan | | [Ekanom Masyarakat
I o
n | 422 04 Porecanain durnishy parencanaan Bidang
4 o |22| | exonomi ENanomi den 0 1 dak 1 dok 400000 1 ok 550,000,000 1 dok TELISA500 [ 1 dok 545543500 | 1 dok 300,000,000 | 16 dok 2.470,642,000
1 | : i -
|1 | e aveccing .
A (3 l_ﬂ&lv'zz-mi . e habupatan {PAEM KSK) 1 dok 1 dok ST IE000) 1 dok 550,000,000 1 dok S40.720.000| 1 dok S50000.000 | 1 dek 905.000.000 | @ dak 2502 835,000
| !
] | v o
1] ! Rencena Indugeri
403 4001 212
! | 1lzli atnpaten { RPIK ) Kabupaters 1 dak 160000000 1 dok £50000000 |  1dok 6B0.501.600( 1 dok 266581800 | 1 dok B45.230.850 | 5 dok 2590.402.050
—t= - - —_ = — — k.
4 03 |m 213 *
(%1 zz. 3 B Penghit Gas Tarsedianya dakumen GREK < 1ok S00.000.000 | 1 dok 498,788,600 | 2dok 904,768,600
o Sosiel chen Buday m‘m""" T s 008.315.000 2,360.000000 2.706.000.000 3.181.800.000 1.199.050.000 12.302.408.000
¥
B dasar
| persentass usulan mesynrokat delam
misranbang dan usulan OPD bidang
wostal palayanan Dasar
= T emalonggucarys rmpat koordinasi dan S
Budays i 12bn 12 bin 232.070000] 12 bulen 470000000 - -] i3tn 413200500 | 12 bin 454 522 BED | B0 bin 1.560 G098, 350
 Teenebenggarunys kegintan monicaring
Manitoring. evaumei dan pelaporan evnluai den pelapom biclung vk 16 keo 185 ko 40420000 15 Heo 470,000,000 -| 5w 400,000,000 | 15 ke 3B0.000000 | 75 keo 1.296.420.000
petas mnnn dusar
[P} | gl koordmani
Daerah dangan kemisl 1 12 bin 12 bin 362 626,000 12 bin AT0.000.000 12 biny 350.000.000 12 b 35000000 | G0 bin 1.567.625.000
[Jumiah | dan > - —
minum & ak minum & paryshatsn
bartaais musperaket i yang akan 12 kali 3 kali 102,200,000 - = 3 all 416500000 | 3l 4568.150000 | 24 kail 1,036.860.000
| Temelnggumnya keordinasd - = —
Koordinas! Penyusunan Aksl Deorah Tujusn ParyusUnan aks deoreh Ljuan
Parnbangunan barkstanjutan 128 #70000,000 12t 00000000 | 12 bn 30.000000 | 30 bin 1.100.000.000
Devalaprent Goals (RAD TPEISDGS)
| | | | )
| 11 m 5 ym fan
4|0 4!Ix!il 3|00 | Fosiitasl Poryslenggaraan katnspetan woba ol AL 12k 470,000,000 12 bin 400.000.000 | 12 bin 400.000000 | 38 bin 1.270,000.000
§NAER - a e -
A ma oal ‘seoricanaan P Bideng
| .wll =1 |{sos Paiayenan ym Dakumen RAD §0Ge 3 dok 1. 15000000 | 3 dok 351,700500 | 3ok 5388.877.150 | Bdak
I M .
|
1 dok TTE000.000 | 1 dok 250000000 [ 1dek 275000000 | 3 dok 1.300 000,000
J i Niiimﬂ Srasbapladplan Bsbecp vt 1 dokk ATED00.000 | 1 clok 300000000 | 1 dek 130000000 | 3 dok 1,306 000,000 J
s = 1 . ”




DATA UNIT KERJA
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PENCAPAAN 2017 2018 2010 2020 2021 8KPD SUMBER
HD KODE PROGRAM | KEGIATAN BABARAN PADA TAHUN KONDIGI KINERJA PADA | pEsiANGRUNDY | - DANA
DAN KEGIATAN (OUTPUT) AVIAL A RENSTRA AWAB
PERENCANAAN 8KPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
o | 7 il 1 iH] H f[} 1 e T 1 18 im ElN
1] ]
403408 W) 037.000.000 400,000,000 500,000,000 $00,000,000 700,000,000 287,000,000
— 1 | 1 | =
|
- E—1 L i -
409 4 oal 1 (a1 o8 1 dok 400,000,000 1 dok 500,000,000 1 dok| 200000000 [ 1 dok 200,000,000 | 4 dok 1,300.000,000
4 03.4 mll 0 15 kall A5 Feall 158.800.000 - - - - 18 heall 200000000 [ 15 kall 200,000,000 | 00 ked 558,600,000
J;nn 4@y S‘i": 1 dok 160k 478,400,000 2 0 S| o 200000000 | 1dok 00000000 | 4dok §70.400.000
7.061.012.800 10.382.058,000 | 1nsm.547.000 1719107428 © 12.400.347.507 12181082635




TABEL 7 (T-C 28)
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIJMD

Kondisi Kinerja Kondisi
pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada
NO Indikator RPJMD Akhir
Periode
2015 - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nilai Evaluasi SAKIP C CC B B B B B
2 Persentase Jumlah Program Dalam RKPD yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
selaras dengan sasaran RPIJMD
3 Persentase kesesuaian jumlah program antara RPIMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan RKPD
4 Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

dengan APBD




